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Abstrak
 

Sistem pidana denda pada hakikatnya mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur

bagaimana pidana denda itu ditegakkan atau dioperasionalkan atau difungsikan secara konkret sehingga

seseorang dijatuhi pidana (denda). Sistem pidana denda erat kaitannya dengan pemberian kewenangan atau

kebebasan kepada jaksa dan hakim untuk mengoperasionalkan pidana denda. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui kendala yang ditemui dalam penerapan pidana denda terhadap tindak pidana yang melanggar

KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus yang ancaman pidana dendanya dirumuskan secara alternatif

maupun gabungan (alternatifkumulatif), kemudian mengkaitkannya dengan Rancangan KUHP. Pendekatan

yang digunakan menitikberatkan pada penelitian yuridis normatif yang ditunjang dengan penelitian

lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pembahasan dalam tulisan ini

bertitik tolak pada penerapan pidana denda di dalam KUHP dan Undang - Undang Pidana Khusus guna

mengetahui kendala dalam upaya penerapan pidana denda saat ini kemudian dikaitkan dengan Rancangan

KUHP untuk menemukan pemecahan terhadap kendala tersebut sehingga sistem pidana denda di dalam

KUHP mendatang benar-benar dapat diterapkan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pidana denda di dalam KUHP sudah ketinggalan jaman serta tidak

memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan batas waktu pembayaran denda dan cara pelaksanaan

pidana denda. Sedangkan terhadap ancaman pidana denda pada Undang-Undang di luar KUHP meskipun

jumlah ancaman pidana denda relatif tinggi tetapi jaksa maupun hakim cenderung untuk menuntut maupun

menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dikarenakan minimnya pengaturan mengenai pelaksanaan

pidana denda. Dengan demikian dalam rangka optimalisasi penerapan pidana denda yang akan datang

diperlukan pengaturan teknis pelaksanaan pidana denda yang jelas dan tegas. Untuk itu, dalam rangka

reorientasi dan reformulasi sistem pidana denda di dalam KUHP yang akan datang perlu adanya

kriteria/ukuran/standar sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berupa tujuan pemidanaan dan pedoman

pemidanaan. Adanya tujuan dan pedoman pemidanaan diharapkan mampu mengefektifkan pidana denda

dalam penyelesaian tindak pidana.

......The system of criminal fines in fact covers the entirety of the legislation that governs how criminal fines

were upheld or operationalized or functioned concretely so someone sentenced to criminal (fines). The

system of criminal fines are intimately connected with the awarding authority or freedom to prosecutors and

judges to operationalize the criminal fines. This research aims to find out the obstacles encountered in the

application of criminal penalties against criminal acts in violation of the criminal code and the Special

Criminal legislation the criminal threat formulated late fee or alternately merge (alternative-cumulative),

then correlate it with the draft criminal code. The approach used focuses on research that is supported with
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the juridical normative research field. Data sources used are primary data and secondary data. The

discussion in this paper is the starting point on the application of criminal penalties in the criminal code and

the Special Criminal legislation in order to know the constraints in a bid application of criminal fines

currently then associated with the draft of the criminal code in order to find solutions to these barriers so that

the system of criminal fines in criminal code this coming actually could be implemented optimally.

The results showed the criminal policy on fines in the criminal code are outdated and do not give freedom to

the judge to set a deadline for payment of the fine and the way the implementation of criminal fines. While

the threat of fines in criminal law outside the criminal code even though the number of criminal threats of

fines is relatively high but the Prosecutor and judges tend to demand as well as dropping the verdict of

imprisonment due to the lack of arrangements on the implementation of criminal fines. Thus in order to

optimize the application of criminal fines coming necessary technical arrangements implementing criminal

fines are clear and unequivocal. To that end, in order to reorient and criminal fines in reformulating my

system in the criminal code that would come to existence of criteria/size/standard as the basis for policy

making purposes in the form of punishment and punishment guidelines. The objectives and guidelines of

punishment expected to streamline criminal fines in solving the crime.


